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(28 JUMADILAKIR 1954) GUNUNGKIDUL-KULONPROGO

WONOSARI (KR) - Unit

Pengumpul Zakat (UPZ)

MAN 1 Gunungkidul men-

distribusikan zakat profesi

dengan menerapkan pro-

tokol kesehatan. Setiap pe-

nerima bantuan yang da-

tang diwajibkan memakai

masker, cuci tangan, menja-

ga jarak dan menghindari

kerumunan. Bahkan dis-

tribusi zakat yang dikemas

dalam bentuk sembako,

usaha produktif, alat usaha

dan pemberdayaan di-

lakukan secara bergantian. 

”Mudah-mudahan zakat

yang didistribusikan ini

memberikan manfaat bagi

penerima,” kata Kepala

MAN 1 Gunungkidul Kholis

Muhajir SAg MSi di dam-

pingi sekretaris UPZ Her-

mawan Prono SPd MPd,

Selasa (9/2).

Dana yang ditasarufkan

sejumlah Rp 52.375.000 de-

ngan rincian  178 paket

sembako, usaha produktif

berupa pemberian usaha

gerobak 4 unit,  satu paket

usaha budidaya jamur, ban-

tuan  2 masjid , 5 pondok pe-

santren dan asrama siswa.

Diungkapkan, penyaluran

ini juga bertepatan dengan

1 tahun usia UPZ. Melalui

bantuan alat usaha mau-

pun pemberdayaan di-

harapkan akan mendorong

peningkatan ekonomi ma-

syarakat. ”MAN 1 Gunung-

kidul juga membagikan

masker bagi penerima ban-

tuan. Serta mendukung

Instruksi Kementerian

Agama dalam protokol ke-

sehatan. Mulai memakai

masker, mencuci tangan,

menjaga jarak, menghin-

dari kerumunan, membat-

asi mobilisasi dan interak-

si,” imbuhnya.          (Ded)-f

UPZ MAN 1 GUNUNGKIDUL

Bagi Sembako Hingga Pemberdayaan 

PENGASIH (KR)-Review Peraturan

Daerah Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Rencana Induk Pembangunan Kepariwi-

sataan Daerah (Ripparda) Tahun 2015-

2025 diajukan Pemkab Kulonprogo ke

DPRD, karena sudah tidak relevan de-

ngan dinamika perkembangan kepariwi-

sataan dan regulasi, serta arah kebijakan

pembangunan di bidang pariwisata. Perda

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Ripparda

2015-2025 ini perlu ditinjau untuk dise-

suaikan.

"Sudah tidak relevan seiring dengan

perkembangan infrastruktur Bandara

Internasional Yogyakarta (BIY), jalur be-

dah Menoreh yang menghubungkan ban-

dara dengan Kawasan Strategis Pariwi-

sata Nasional (KSPN) Borobudur, serta

penyesuaian terhadap regulasi, serta kebi-

jakan pembangunan kepariwisataan," ka-

ta Bupati Kulonprogo Drs H Sutedjo saat

rapat paripurna (rapur) penyampaian rap-

erda, Senin (8/2) sore.

Adanya dinamika perkembangan kepa-

riwisataan, papar Sutedjo, berpengaruh

terhadap visi pembangunan kepariwisa-

taan daerah yaitu terwujudnya Kulon-

progo sebagai destinasi pariwisata kolabo-

ratif yang berbasis budaya, terkemuka,

berkelas dunia, berdaya saing,  mandiri,

berkelanjutan, dan mampu mendorong

pembangunan daerah, serta menyejahter-

akan masyarakat.

Perubahan juga terjadi dalam arah kebi-

jakan pembangunan daya tarik wisata pe-

ngembangan kawasan strategis pariwisata

daerah (KSPD) dan pengembangan ka-

wasan pembangunan pariwisata daerah

(KPPD) yang meliputi, KSPD Suroloyo dan

sekitarnya, KSPD Kiskendo dan seki-

tarnya, KSPD YIA dan sekitarnya, KSPD

pantai selatan dan KPPD Segaleh.

Kulonprogo, dikatakan Ketua Fraksi

PKS DPRD Kulonprogo Hamam Cahyadi

ST, merupakan salah satu daerah dengan

beragam potensi pariwisata, Baik wisata

alam, wisata kuliner, maupun wisata bu-

daya serta letak geografis yang memben-

tang dari selatan ke utara sehingga

menghasilkan kolaborasi keindahan

alam yang khas dari pantai hingga pegu-

nungan. (Wid)-f

PERDA NOMOR 9 TAHUN 2015  DIAJUKAN REVIEW

Tak Relevan dengan Kepariwisataan

WONOSARI (KR) -

Secara nasional pemerin-

tah terus berusaha dapat

mencukupi kebutuhan

kedelai. Presiden meminta

untuk dilakukan gerakan

tanam (gertam) dan perlu-

asan areal  agar tidak ter-

jadi kelangkaan dalam

pencukupan kebutuhan

secara nasional.  Sasaran

luas tanam tahun 2021

500.000 hektare. Tersebar

di seluruh wilayah yang

potensi lahannya meme-

nuhi syarat untuk  pe-

ngembangan  tanam kede-

lai. Termasuk di Gunung-

kidul yang pernah menja-

di salah satu penghasil

kedelai di DIY menjadi

sasaran gerakan nasional. 

”Pemerintah kabupaten

secara bertahap agar terus

meningkatkan luas tanam

untuk mendukung pe-

ningkatan produksi nasio-

nal,” kata Direktur Aneka

Kacang dan Umbi  (AKU)

Ditjen Tanaman Pangan

Kementerian Pertanian

Dr Amirudin Pohan dalam

pencanangan gerakan ta-

nam di  Pedukuhan Galih,

Kalurahan Plembutan,

Kapanewon Playen, Rabu

(10/2).

Sebagaimana dilapor-

kan Ketua Kelompok Tani

(Poktan) Sido Rukun II

Plembutan Wakiman,

penanaman kedelai pada

musim tanam  (MT) II ini

secara tumpangsari, pena-

naman disisipkan  disela

tanaman jagung yang su-

dah hampir panen. Harap-

annya ketika jagung  dipa-

nen tanaman kedelai tum-

buh lebih cepat dan subur.

Pengembangan kedelai di

Plembutan mendapatkan

bantuan benih dan pupuk

untuk areal 55 hektare. 

”Khusus untuk poktan

Sido Rukun  II seluas 20

hekate, dengan rincian 15

hektare di tanam di hutan

kemasyaratan, 5 hektare

ditanam di lahan peka-

rangan petani dan lainnya

tersebar seluruh Kalu-

rahan Plembutan,” tam-

bahnya.  (Ewi)-f

LUAS TANAMAN NASIONAL 500 RIBU HEKTARE

Kembalikan Kejayaan Kedelai

KR-Endar Widodo

Dr Amirudin Pohan (tengah) mengawali gerakan

tanam kedelai di Playen.

TERKAIT WAHANA WISATA BELUM BERIZIN

DPRD Panggil 9 OPD  untuk  Diklarifikasi

Klarifikasi dipimpin  Ketua DPRD

Gunungkidul Endah Subekti  Kunta-

riningsih SE  dengan mendengarkan

laporan masing-masing  pimpinan

OPD terkait ,  sebagai  upaya  mencari

tahu sumber persoalan yang  kemudi-

an menimbulkan masalah dibalik

usaha itu berlangsung di Gedung

DPRD Gunungkidul Rabu (10/2). 

Berdasarkan hasil pertemuan ter-

sebut, terungkap bahwa destinasi

wisata  tersebut  belum melengkapi

sejumlah izin dan untuk kepatuhan

tentang  protokol kesehatan (prokes)

juga masih  dilanggar dan menimbul-

kan potensi terjadinya  kerumunan

ditengah pandemi  Covid-19. 

Sebagaimana dikatakan Kepala

Dinas Lingkungan Hidup (DLH)

Gunungkidul Agus Priyanto MSi  tim

dari pengelola destinasi wisata terse-

but  memang sudah memproses  ten-

tang Analisis  Mengenai Dampak

Lingkungan (Amdal), tetapi setelah

beberapa tahap demi tahapan  tidak

dilanjutkan  lagi dan  terkesan  ter-

henti. Untuk AMDAL ini tahapan

yang sudah dilewati adalah pena-

pisan (identifikasi) dan  sudah ada

jawaban dari DLH terkait penapisan.

”Seharusnya tahap berikut yang ha-

rus dilakukan  yakni  diskusi menge-

nai jawaban tersebut, tetapi saat ini

justru tidak dilanjutkan,” ujarnya. 

Sesuai jawaban tiap OPD, ada be-

berapa  izin yang ternyata  belum

dilengkapi  mulai dari Izin Usaha,

Izin Mendirikan Bangunan (IMB),

hingga Analisis Mengenai Dampak

Lingkungan (Amdal).

Terkait dengan hal tersebut Ketua

DPRD Gunungkidul Endah Subekti

Kuntariningsih SE  meminta Bagian

Hukum Setda Kabupaten  Gunung-

kidul melakukan telaah hukum  ter-

kait dengan regulasi pembangunan

destinasi wisata  tersebut. ”Kami

minta bagian hukum  Pemkab Gu-

nungkidul melakukan telaah terha-

dap persoalan ini,” ucapnya.

Ketua DPRD Gunungkidul Endah

Subekti secara tegas meminta in-

vestor bersangkutan mengikuti pro-

sedur perizinan usaha yang ber-

laku.Harus melengkapi seluruh izin

terlebih dahulu  baru boleh ber-

operasi. Hal ini juga berlaku bagi

para investor dan pelaku usaha lain

di Gunungkidul. Merujuk pemapar-

an perwakilan tiap OPD, Endah me-

nyimpulkan pengelola wisata itu

belum melengkapi sejumlah izin dan

Pemkab Gunungkidul  berpotensi ke-

hilangan Pendapatan Asli Daerah

(PAD). (Bmp/Ded)-f

TANPA SALURAN DI PESANGGRAHAN

Rumah Warga dan Sekolah Terendam Luapan Banjir

WATES (KR) - Puluhan

rumah warga termasuk

gedung sekolah di wilayah

Kalurahan Bendungan,

Kapanewon Wates teren-

dam luapan banjir yang

disebabkan turun hujan

lebat mengguyur wilayah

Kulonprogo, Rabu (10/2) di-

ni hari. 

Berdasarkan laporan

masyarakat yang diterima

di Posko Tim Reaksi Cepat

(TRC) Badan Penanggu-

langan Bencana Daerah

(BPBD) Kulonprogo, me-

nyebutkan terdapat seki-

tar 29 kejadian banjir dan

tanah longsor. Salah satu

kejadian tanah longsor di

Gunung Kukusan, Kalu-

rahan Kalirejo menutup

akses jalan kabupaten.

Longsoran sudah berha-

sil dibersihkan dan ken-

daraan sudah dapat mele-

wati jalan tersebut. Kemu-

dian banjir secara acak me-

landa di wilayah Kapa-

newon Temon, Wates, Pan-

jatan dan Kapanewon Ga-

lur. Genangan air yang

merendam pemukiman,

sekolah dan areal pertani-

an surut setelah turun hu-

jan reda.

”Banjir datang tengah

malam, Rabu (10/2) dini-

hari sekitar pukul 01.00.

Air menggenangi peka-

rangan dan rumah warga.

Air meluap disebabkan ti-

dak ada saluran drainase

sehingga setiap musim hu-

jan sering kebanjiran,” ujar

Ponijo, warga RT 13,

Pesanggrahan Lor.

Luapan banjir di Kalu-

rahan Bendungan meren-

dam rumah warga, gedung

SD, pekarangan dan per-

sawahan di Pesanggrahan

Lor dan Pesanggrahan

Kidul. Genangan air men-

capai sekitar 50 centimeter

atau setinggi lutut orang

dewasa. 

Kepala Bagian Kesra

atau Ulu-Ulu Kalurahan

Bendungan, Yuda Subrata

mengungkapkan banjir

yang meluap merendam

sekitar 20 rumah warga

dua RT di Pesanggrahan

Lor dan satu RT di Pe-

sanggrahan Kidul. Banjir

disebabkan tidak ada salu-

ran drainase pembuangan

air wilayah tersebut.

Kepala SDN Pesang-

grahan Maria Magdalina

Sulami bersama Ketua

Komite SDN Pesanggrah-

an, Heri Rohadi mengung-

kapkan luapan banjir

menggenangi delapan ru-

ang sekolah. Ketinggian air

di ruangan mencapai seki-

tar 30 cm dan di halaman

sekolah sekitar 60 cm.

Menurutnya, setiap mu-

sim penghujan sekolah

menjadi langganan luapan

banjir. Air dari berbagai

penjuru masuk ke ling-

kungan sekolah dan pe-

mukiman penduduk.

Luapan banjir disebabkan

tidak ada drainase pem-

buangan air. (Ras)-f

KR-Agussutata

Halaman SDN Pesanggarahan di Kalurahan

Bendungan yang terendam luapan banjir.

KR-Dedy EW

Kholis Muhajir MSi menyerahkan sembako.

BUPATI INSTRUKSIKAN 

Pelaksanaan PPKM Berbasis Mikro
WATES (KR) - Sejumlah

Pemerintah Kalurahan di

Kulonprogo telah menin-

daklanjuti instruksi dan

arahan Bupati Drs H Su-

tedjo terkait Pemberlakuan

Pembatasan Kegiatan

Masyarakat (PPKM) berba-

sis mikro. Salah satunya

Pemerintah Kalurahan

Triharjo telah mengak-

tifkan kembali Posko Covid-

19 Kalurahan.

"Ya Posko Covid-19 Kalu-

rahan Triharjo telah kami

aktifkan kembali. Pak Dan-

dim 0731/ Kulonprogo Let-

kol Inf Yefta Sangkakala

bersama Danramil 01/ Wa-

tes Kapten Inf Wiyono dan

Babinsa Sertu Wahyudi su-

dah melakukan pengecekan

di balai kalurahan," kata

Jagabaya Kalurahan Tri-

harja Bambang Handaya,

Rabu (10/2).

Pengaktifan kembali pos-

ko tersebut sebagai tindak-

lanjut instruksi bupati ten-

tang pelaksanaan PPKM

mikro kepada kapanewon,

kalurahan dan pedukuhan

se-Kulonprogo yang disam-

paikan secara daring, Se-

lasa (9/2).

Saat daring Bupati Sute-

djo minta informasi seputar

PPKM berbasis mikro se-

gera sampai ke bawah dan

ditindaklanjuti dalam ku-

run satu dua hari. Seluruh

panewu memastikan dan

memantau kalurahan di

wilayahnya untuk melak-

sanakan kebijakan terse-

but. Lurah juga diminta

mengkondisikan kebijakan

ini terlaksana sampai ting-

kat RT.

Ketua Gugus Tugas Pena-

nganan Covid-19 Kabupa-

ten Kulonprogo Fajar Ge-

gana mengatakan, saat ini

memang ada  sejumlah pe-

merintah kalurahan sudah

siap melaksanakan hal ter-

sebut, tapi kebanyakan

baru persiapan,

Kepala Dinas Pember-

dayaan Masyarakat dan

Desa Pengendalian Pen-

duduk Dan Keluarga Be-

rencana (PMDDAL-

DUKKB) Kulonprogo Su-

darmanto SIP MSi in-

struksi bupati tersebut

merupakan tindaklanjut

terbitnya Instruksi Guber-

nur DIY nomor 5/IN-

STR/2021 tentang Pem-

berlakuan PPKM Berbasis

Mikro. (Rul)-f

KR-Asrul Sani

Dandim 0731/Kulonprogo Letkol Inf Yefta

Sangkakala dan jajarannya mengecek Posko Covid-

19 Kalurahan Triharjo.

WONOSARI (KR) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(DPRD) Gunungkidul akhirnya  memanggil  9  Organisasi
Perangkat Daerah (OPD)  untuk mengklarifikasi dan mem-
bahas  adanya pengoperasian  destinasi wisata baru HeHa
Ocean View di Pantai Kalurahan Girikarto Kapanewon
Panggang Kabupaten Gunungkidul (KR-Selasa 9/2). 


